P
%‘
3;-‘3

R ———

! i . f-‘ i
E s 4 . r . i §
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL’ PENGENDALIANgPENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

-t —
———— ——————— —

T ! . SALINAN
SR L . . i‘::f nLE ; ‘

(-

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL' l i' ii |
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN, LINGKUNGAN
- NOMOR P.7/PPKL/SET/KUM. 1/8/2019 :
TENTANG . ARITINN |
PENGELOLAAN PENGADUAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN OLEH
APARATUR SIPIL NEGARA' LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGhUNGAN

¥ L Z

RAM wawmazss ||

| DIREKTURJENDERAL I N
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

! o . ;»: A
. Menimbang - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan
' Menten ngkungan Hldup1 dan Kehutanan "Nomor
P. 4/MENLHK/SETJEN/KUM 1/2/2018 'I‘entang Tata Cara
Pengelolaan Pengaduan Atas Dugaan Pelanggaran oleh
Aparatur Sipil, Negara ngkup Kementenan Llngkungan
H1dup dan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan
Dlrektur Jenderal Pengendahané Pencemaran dan
Kerusakan ngkungan tentang Pengelolaan Pengaduan
Atas - Dugaan Pelanggaran Oleh Aparatur Slpﬂ Negara».
ngkup Dlrektorat J enderal Pengendahan Pencemaran dan

VoL
‘ja

Kerusakan ngkungan,

Mengingat ;1. Undang—Undang Nomor 28 ’I‘a.hun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Ber31h dan " Bebas
Korup31 Kolus1 dan Nepot1sme (Lembaran Negara
Repubhk Indonema Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 3851)

2. Undang—Undang Nomor - 31 'I‘ahun 1999 tentang
Pemberantasan deak Pldana Korup31, (Lembaran._

Negara Republlk Indone51a Tahun 2003 Nomor 78,




'I‘almb;ﬂ;lgu'li Lernbaran Negara‘ fRepubllk ; Indones1a
Nomor 4301) sebagalmana telah dlubah dengan
_Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

: ;Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun . -

1999 tentang Pemberantasan deaképl.‘%a?ﬁ‘. IKorupm
(Lembaran Negara Repubhk Indone31a Tahun 2001
Nomor 134 Tambahan Lembaran Negéra Repubhk_ :
Indones1a Nomor4150), - S
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
:Perhndungan Saks1 dan Korban (Lembaran Negara
: Repubhk Indone51a Tahun 2006 Nomor 64 Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 4632),
Undang—Undang Nomor S Tahun; 201_,4 ‘tentang
'Aparatur Slpll Negara (Lembarén : Negara Republik
N Indonesua Tahun 2014 Nomor 6, Tdmbahan Lembaran
~ Negara Repubhk Indonesm Nomor 5494) |
j Peraturan Pemenntdh Nomor 68 Tahun 1999 tentang
'tentang Peran - Serta Masyarakat dalam
'EPenyelenggaraan Negara. (Lembaran Negara Repubhk
' Indonesm Tahun 1999 . Nomor 129 T drnbahan
_ _Lembaran Negara Repubhk Indonema Nomor 3866),
. IPeraturan Pemermtah Nomor': 53 'I‘ahun 2010 tentang
_ _'Dlslphn Pegawa1 Negeri: Slpll (Lembaran Negara.
'Repubhk Indonesxa Tahun 2010 Nomor 74 Tarnbahan
.,Lembaran Negara Republlk IndoneSIa Nomor 5135)

. Peraturan Pemenntah Nomor 42 Tahun 2004- tentang

; Pembmaan J1wa KOI‘ph dan Kode Et1k Pegemal Negri
Slpll (Lembaran Negara Repubhk Indonesua. Tahun
’2004 Nomor 142); S f | j
- Peraturan Menten Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nornor : PER/S/M PAN/4/2009 tentang.
. Pedornan Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat
bagl Instan51 Pemermtah ' R |
. Peraturan Menterl Negara Pendayaounaan Aparatur
, Negara dan Reforma31 BlrokraS1 Nomor 24 Tahun 2014
~ tentang . Pedornan Pcnyelenggaraan Pcngelolaan

| ':-Pengaduan Pelayanan Pubhk Secara Nasmnal (Berita




Menetapkan

10.

11.

Negara Repubhk Indonesm Tahun 20 14 Nomor 1170);
P. 83/ Menihk- Setjen/ 2015 tlentang, '
_Penyelengcaraan ‘ Pengawasan Intern = Lingkup
Kementerian . .Lingkungan ‘Hidup . dan Kchutanan
(Berita Negara Repubhk Indone51a Tahun 2|0t1*? Nomor
38); _

Peraturan. Menterl Lingkungan Hldup dan hehutanan
Nomor - P. 4/MENLHK/SE’I‘JEN/KUM 1/2/2018
Tentang Tata Cara, Pengelolaan Pcnoaduan Atas
Dugaan Pelanggaran oleh Aparatur Slpxl Negara
Llngkup . Kementerian  Lingkungan I—hdup dan

Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TENTANG
PENGELOLAAN | PENGADUAN ATA‘% . DUGAAN
PELANGGARAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDAL]AN PLNCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN : ‘

Pasal 1

Dalam Peraturan Dlrektur Jenderal ini yang dnnaksud

dengan

1.

-Aparatur Slpll Neoara vang selanjumya d1smdkat ASN

adalah profe& bagi pegawai ncgerx 51p11 dan pegawal

: pemenntah dengan perjan_uan kerjd yang, bekerja pada

instansi pemenntah

~ Pegawai Aparatur Sxpll Negara yancr belanjutnya disebut

Pegawai ASN adalah pegawal ncgerl S1p11 dan pegawai
pemerintah denga.n per_]anjlan kerja yang dlangkat oleh
pejabat pemblna kepegawaian dan dlsemhl tug,as dalam

suatu jabatan pemermtahan atau dlserahl tugas negara

-lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
.'undangan '

;:Pegawal Negeni S1p11 yang- selanjutnya dlsmgkat PNS

adalah warga negara Indonesm_ yang mcmenuhl syarat
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tertentu, dlangkat sebagal Pegawa1 ASN secara tetap
oleh pe_]abat pembma kepegawa1an untuk menduduk1
Jabatan pernermtahan :

Pengaduan adalah penyarnpeuan mformau secara lisan
maupun tuhsan dari setldp ormo

It
Pengadu/ Pelapor atau mformasx darl masyarakat

Sebagal

lamnya kepada In‘spektordt Jenderal mengena] indikasi
ter_]admya penyalahgunaan wewenang,: pelanggaran
dlSlphn, pelanggaran kode etik,. hambatan pelayanan
kepada masyarakat dan korup51 P f
Pengaduan Berkadar Pengawasan adalah pengaduan
masyarakat yang 1smya mengandung 1nforma31 atau
Vadanya -indikasi terjadinya - penylmpangan atau
',ter_]admya penyalahounaan wewcnang,, pelanggaran
dlSlphl‘l, pelanggaran kode etlk hambatan pt,layanan
kepada rnasyarakat dan korupsx yang mengaklbatkan
keruglan | rnasyarakat/ Negara dalarn ~ rangka
-penyelenggaraan pemenntahan ‘ o |
Pengaduan Tldak Berkadar Penga“asan adalah
pengaduan masyarakat' yang 1smya mengandung
| 1nforma31 berupa saran kritik yang konstruktlf dan lain
scbagalnya ‘yang ! berrnanfaat bag1 perbalkan
'p'eriyelengg‘araan_;.é pcmcnr_ltahap dan ; pelayanan
rnasyarakat b ' |
Tata Cara -Penoelolaan Pencraduan/ Whlstleblowmg
S1stem adalah proses keglatan yang ‘mehputl
penyampalan mformasy pengaduan,; penenmaan,
Ipenelaahan 1densus audlt 1nvest1gat1f penyampalan
;perkembangan dan hasﬂ penang,anan pengaduan
~kepada pcngadu dan yang dladukan

-Penelaahan Pengaduan adalah keglatan mempela_]an
atau mengkajl materi aduan serta mengk1331ﬁka31kan
_]ems pengaduan dan kewcnangan p(,nangcmannya oleh
-penelaah. ‘ _

=Penelaah adalah auditor - yang dlaerahl tugas untuk
-menelaah ; mengkap ' enyehdﬂ{‘ melakukan

- pengumpulan bahan dan keterangan serta pene11t1an
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10.

- 11,

12,

13.

14.

15.

16.

17.

Pelanggaran adalah tmdakan y'ma dll'lk'l.lkcm oleh.
setlap ASN Kementerlan ngkungan Hldup dan
Kehutanan yang tidak sesual dengan kc,tentuan
peraturan perundang—undangan dan kod(, etnk

Korup51 adalah tlndakan mehwan huk}lmisﬁalﬁlg,almana
dlmaksud dalam Undang Undang ‘Nomor, 31 Tahun
1999 tentang Pemberantd&,an {I‘lndak Pldana Korup51,
sebagmmana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahdn atas
Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 _tentang
Pemberantasan Txndak Pidana Korup31
Penyalahgunaan Wewenang . adalah : tindakan
‘menggunakan kewenangannya untuk melakukan
‘sesuatu atau . tidak rnelakukan sesuatu untuk
kepentmgan pr1bad1 atau kepentmgan plhdk lain yang
tldak sesua1 dengan tujuan pembena_n kcwenangan
tersebut. R
Pelanggaran D1$1pl1n adalah pelanggaran sebagaimana
dimaksud- dalam Peraturan Pernermtah Nomor 53
‘Tahun 20 10 tentang Disiplin Pegawal Neoen Slp11
Kode Etik Pegawa1 Negeri Slpll adalah pedom'm sikap,
Ungkah laku dan perbuatan Pegawal Negerl Sipil di
dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup
sehari-hari. ' ' '

Pelanggaran Kode Etik adalah. pelanggaran terhadap
peraturan tentang pedoman 51kap, tmgkah laku dan
perbuatan Pegawal Negeri Sipil d1 dalam melaksanakan
tugasnya dan pergaulan hidup sehan han
Hambatan Pelayanan kepada Masyarakat adalah
tmdakan ‘yang dllakukan oleh oknum AbN Lingkup

Kementerian ngkungan Hldup dan Iu,hutanan yang

AmenJadlkan terharnbatnya proses pcngurusan izin,

pembayaran s gap/upah pelaydnan informasi
dan/ atauadanya penyalahgunaan . Wewenang,
pelanggaran dlslplm dan/atau pelanggaran kode etik.

Pelapor/ Pengadu ' atau Whlbtleblowcr adalah setiap

orang yang mengt,tahm dan membcrlkan 1aporan serta




18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

R R
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1nd1ka51 terjadlnya penyélahgunaan wewenang,
pelanggaran d131p11n pelanggaran kode ctlk hambatan
pelayanan kepada masyarakat dan korup31= kepada

”ii uii

Setiap Orang adalah orang perseorang,an balk Aparatur

pe_]abat yang berwenang o i

Sxpxl Negara maupun non Aparatur blpll Negara, atau
badan usaha/ lembaga, kelompok orang, ‘balk yang
berbadan hukum maupun yang tldak berbadan hukum.
Terlapor adalah PNS -atau unit kerja/ badan usaha di
111_1gkup Kemente_nan ngkungan Hldup dan
K(jeh}_ltanaﬁj '~ yang d11nd1ka51 : mc,lakukan
f).e'r-ly'aiahgﬁnaan- wewenang, pclan garan dan/ atau
keterlanjuran pembaydran :
Saksu Pelapor adalah orang; yang rnellhat mendengar
mengalaml atau terkait, deng,an pcnyalahgunaan
wewenang, pelanogaran atau j korupbl dan
melaporkannya kepada pEJabat yang berwenang untuk
diusut sesua1 dengan ketentuan peramran perundang- |
undangan i Do Lo
| Sak51 Pelaku yang Bekerjasama ddalah sakm yang juga
.sebaga1 pelaku suatu penyaldhgunaan w {,wenang,
.pelanggaran atau korupsi- yang berscdla membantu
aparat penegak hukum untuk memberlkan informasi
| kepada aparat penegak hukum serta me;nbenkan
.kesaksmn d1 dalam proses peradllan
Identifikasi Khusus yang scldnjutnya d1sc,but Idensus
dalah bag1an dari audit 1nvest1g,auf yang merupakan
B proses menclapatkan penegasan mengena1 ' masalah
yang dtlaporkan dan keberadaan tcrldpor balk bersifat
perorangan, kclompok maupun 1nst1tu31 :
- Audit Invest1gat1f adalah proses mencarl menemukan,
dan mengumpulkan bukti secdrd sxstematls yang
: bertujuan mengungkapkan terjadl atau tldaknya suatu
: perbuatan dan pelakunya guna undakan hukum
; seIan_]utnya

iPerlmdungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan

[ Q |
31 il Ili ||
!‘a; i1




25.

26.

27.

28.

e e n e e e .

pembenan bantuan untuk rnf:rrilbenkartl rasa arpan dan
penghargaan kepada Pelapor, Saks1 Pelapor dan Saksi
Pelaku yang bekerjasama, Wajlb dllaksanakan oleh
aparat penegak hukum . sesuai. dengan kctentuan

peraturan perundang undangan

Instansi lam adalah E%elon I ngku;i !Kieﬁlcnterlan
ngkungan Hldup dan Kehutanan Aparat Penegak
Hukum, Inspektorat Prov1n31 / Kabupaten /Kota;
dan/ atau Instansn ‘terkait yang berhubungan dengan
kasus yang dladukan . j ,

Unlt Pengelola Pengaduan yang selan_]utn}a dlsmgkat
UPP adalah unit org,amsam yano be1:tugas_ menerima
dan menatausahakan pengaduan N
Dlrektur Jenderal adalah Eselon I yang dlserahl tugas
Mdan tanggung Jawab bidang. pengcndallan pf.ncernaran
dan kerusakan hngkungan » :

Dlrektorat Jenderal adalah Dlrektorat Jenderal

APengenda]lan Pencemaran dan Kc.rusakan ngkungan

Pasal 2:

Peraturan Dlrektur Jenderal ini bertujuan untuk membenkan

pedoman kepada

a

setiap orang dalam menyampalkan pengaduan secara
1nformat1f atas dugaan korup31, penyalahgunaan
wewenang, pelanggaran disiplin dan kode Ctlk oleh ASN di
lmgkungan Direktorat Jenderal dan T

pejabat/pegawal hngkup Dlrektorat Jcnderal dalam

rnelakukan penanganan dan. tlndak lanjut pengaduan

Pasal 3

Pengelolaan pcngaduan d11akukan dcngan asas:

a.

b
c.
d

-

keadﬂan
transparan
partlslpauf
akuntabel
cepat, dan

sederhana.

Sl BT e g o




Pasal 4

Jenis pengaduan dalam Peraturan Dlrektur Jenderal ini

mehpuu
a. korup31

b. penyalahgunaan wewenang,

H ¢§ i 'i
SRR

c. pelqnggaran disiplin; _gian /atau

peléﬁggaran kode etik. -

E :Pasal 5 X :

(1) Sumber pengaduan berasal dan:

a.

_ b.

plhak 1nternal dan/ atau :
p1hak eksternal

(2)- _Sumber pengaduan yang berasal dan plhak internal

sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari:

o a..

.

] 1nstruk51 Inspektur Jenderal, ¥

1nstruk31 khusus darl Menterl, :

3:cakupan yang dltetapkan oleh Inspektur Jenderal
';?mehputl keterlan_]uran, : pembayaran
penyalahgunaan wewenang, hambatari pelayanan,
" 'f‘:kode Ctlk dan/ atau pelanggaran dmphn ASN di

L lmgkup Kementerlan

L

g hasil aud1t kmer]a Aparat Pengawasan Intern'
Pemermtah yang perlu pendalaman, ‘ f_ e

hasﬂ telaahan pengaduan masyarakat yang telah

';'_"’_mendapat persetujuan Inspektur Jenderal untuk

f ;dllakukan 1der1t1ﬁkas1 khusus dan/ atau

ASN lmgkup Dlrektorat Jenderal

(3) Sumber pengaduan yang berasal dar1 plhak eksternal

sebagaumana dlmaksud pada ayat (1) huruf berasal dari:

b,
e

o
e
f.

‘) Perorangan

';Badan / Lembaga / Instan51 Pemermtah dan
o Pemermtah Daerah | ' |

-_:"_Badan Hukum : :

,Orgamsasa Masyarakat '

- Media Massa : 5

; Kelompok Orang, dan/atau |

VA




Pasal 6

(1) Pengaduan dapat dlsampalkan secara 1angsung kepada _
Umt ' Pengelola Peng)aduan melalu1 : web51te
WWW. ppkl menlhk go 1d/wbs/ : i :

(2) Dlrektur ' Jenderal Wa_]lb mempubllkaélkan " media
: penerlmaan pengaduan di webszte Dlrektorat J enderal

<;5 H \
N

ce b

. Pasal 7
Pengaduan sebaga1mana dnnaksud dalam Pasal 6 paling
- sedikit memuat 1nforma31 mcngenal ' " '
a. 1dent1tas pengadu/ pelapor |
b loka31 pelanggaran S o
- C. kronologls terjadlnya dugaan pelanggaran
d waktu terj admya pelanggaran !

1nd1ka31 p1hak yang terlibat pelanggaran, F

&S0

bukt1 permulaan/ pendukung yang menguatkan materi
B pengaduan,l__ L S
g _penyelesalan yang d11ng1nkar1 dan |

h.- pengaduan telah dlsampalkan kemana sa_]a

: Pasal 8 :
Unit Pcngelola Pengaduan sebagmmana dlmaksud dalam Pasal
6 dltetapkan oleh Dlrektur Jendcral dengan ketua Sekretans

D1rekt0rat Jenderal 3 ;, o ’

IS PR

Pasalg o e
Pengelolaan pengaduan d1lakukan dengan tahapan

a penenmaan pengaduan,

penatausahaan pengaduan; B
penelaahan pengaduan

penanganan, dan

oo T

; tuj.giak lanjut.

o o AR s R 1

Pasal 10 j . |

- Unit Pengelola Pengaduan Wa_]lb menerlma pengaduan yang
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d1sarnpa1kan oleh pengadu serta menyedlakan sarana dan
prasarana penenmaan pengaduan d1 lmgkup Dlrcktorat_

J enderal

] Pasalll % ‘H'I
ﬁPenatausahaan pengaduan sebagalmana dlmaksud dalam
Pasal 9 huruf b, dllakukan melalui: | L

a. pengadm1n1stra51an dokurnen pengaduan, dan -

b. pembenan bukt1 penenmaan pengaduan atau vahda51

_ _ Pasal 12 .
(1) Pengadmmmtraman dokumen penoaduan sebagalmana
dlmaksud dalam Pasal 12 huruf a, pahng sed1k1t rnehputl
pembcnan nomor reglster/ agenda pengaduan
b pencatatan perkembangan tmdak lanjut dan
pendokumenta31an ' _f_ RN
2 Pengadmmmtraman dokumen pengaduan sebagalmana
dlmaksud pada ayat (1) dllakukan oleh Umt Pengelola
Pengaduan ' o
<] Dalarn hal Unit: Pengelola Pengaduan belum dltetapkan
' oleh Dlrektur Jenderal pengadmlmstrasmn dokumen
pengaduan dllakukan oleh Bag;an I\epegawalan dan

Orgamsam :

_ _ :  Pasal 13
Penelaahan pengaduan sebagalmana dunaksud dalam Pasal 9
huruf c, d11akukan oleh - unit pengelola pengaduan dengan
tahapan u S
a kodeﬁka51 pengaduan, _ |
b pengumpulan bahan keterangan : P b
C rekornenda51 has11 penelaahan dan e
d

pelaporan penelaahan

Pasal 14

Kodeﬁkam pengaduan sebagaxmana d1maksud dalam Pasal 14




huruf a d11akukan berdasarkan ketent;utdn Pt,raturan Menten

Pendayagunaan Aparatur ‘Negara yang me.ngatur mengenal

pedoman penanganan pengaduan.

{1

N

G

(1)

Pasal 15 . ’iiiil
Pengumpulan bahan keterangan sebagmmana 'dimaksud
dalgg; Pasal 14 huruf b dtlakukan apabﬂa g_ o
a :‘dlperlukan pengecekan permasalahan Lerhadap
;sumber sumber yang dapat dxpertanggunglawabkan
:berkaltan dengan pcrmac;alahan ydng d1adukan,
~danfatau . - L AR
h 'émemperkuat Mrumus_ar'l | liefpora:jl.i penelaahan
1;berdasafkan _ketentuanz peraturan 'pcrfundang-
undangan. = _;f -
Pcngumpulan bahan keterangan sebagaurnana dlmaksud
pada ayat (1) dapat dllakukan rnelalul surat menyurat
dan/atau mendatangx langsung p1hak-p1hak terkait,
setelah mendapat persetujuan Ketua Umt Pengelola
Pengaduan R . ?..5 L
Dalarn hal pengumpulan bahan keterangan dllakukan
dengan mendatangl langsung plhak terkalt qebagalmana
dlmaksud pada ayat (2), Penelaah d1lengkap1 dengan surat
tugas darl Ketua Umt Penoelold Pengdduan atas nama

Sekretans J enderal

, - Pasal 16
Rekomenda31 hasil penelaahan sebaga1mana dlmaksud
dalam Pasal 14 huruf ¢, berupa L
a - rekomendam perlu d1t1ndaklan_]ut1 piemcrlksaan
" lebih lanjut; atau | I .
b “_rekomenda& tldak perlu dxtlndaklanjutl dengan
- pemerlksaan lebih lanjut. |
Rekomcnda31 perlu dltmdaklan_]uu dc.ngan pcmenksaan
1eb1h lanjut sebaga1mana dlmaksud pada .lyat (1) huruf
a, apablla memenuhl unsur pengaduan sebageumana

dlmaksud dalarn Pasal 4 dan keleng,kapan mforrna81

pcngaduan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 7.

RET Y -.i;‘;_;‘ o
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_ Pasal 17

() Tindak lanjut pemerlksaan leblh lan]ut sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dlldksanakan
sesua1 deng_;m. ke;’gentuan peratura? Ep!erulnclang-
undangan ' "

@ Dalam hal pemenksadn lebih lan_]ut bebagzumana
dlmaksud pada ayat (2) hams mellbatkdn | Aparat
Pengawasan Intern Pemerlntah dan/ atau 1nst'1r151 terkait
permohonan/ permmtaan | pejabat  © pemeriksa

dlsarnpaukan palmg lama 3 (t:ga) harl kerja terhltung dari

selesa.mya penelaahan

" Pasal 18 |
Hasil -penanganén pengaduan _atas: dugaan korupsi,
penyalahgunaan wewenang, pelanggaran dlslphn dan kode
etik oleh ASN Wajlb disampaikan kepada Pengadu/ Pelapor
oleh un1t pengelola pengaduan, paling Idmbat 2 (dua) hari
kerja sejak tanggal dlterlmanya laporan akhu' darl tahapan

pengelolaan pengaduan g

: Pasal 19 _
)] Setiap' orang yang melakukan pengaduan atau
Pelapor/ Pengadu berhak ' R
a mendapatkan _;amman perhndunoan ‘sebagai
‘ pelapor/pengadu saksi pelapor dan/atau saksi
- pelaku; . o
h-'%'lmendapatkan jamin:ar{ kerahasnaan . sebagai
.' ) pelapor/ pengadu, saksi pelapor atau sakSL pelaku;
C: rmendapatkan_.- kesempatan untuk - dapat
. '.membe'rikan keterangan secara. bebas tanpa
N ‘paksaan dari plhak manapur; dan :
d ;_imendapatkan g 1nformas1 d.td.S tmdak lanjut
lpenanganan pengaduannya dan mstanm yang
‘ :menangam pengaduan R
4] Setlap pengadu/pelapor Wajlb untuk

a menyampmkan pengaduan atas dugaan korupsi,

e r—— -




. melakukan penanganan pengaduan

: : . [ PP i
. . . i S . H N -
: 13 i CEE FR
T - ' ’ P o 5 o !

iépenyalahgunaan wewena.ng,, pelanggaran dlSlplln

dan/atau. kode etlk kepada Umt. Pengelola

Pengaduan

7menyarnpa1kan seluruh 1nforrna31 atas apd yang

. dlhhat dlketahm atau d1alam1 atas dugdan korup51,

S
penyalahgunaan wewenang, pelanggara_n dxslphn
dan/atau kode euk yang dllakukan oleh ASN

"J-DlrekUratJenderal dan ‘o ; ?
_melakukan komumka51 baik secam langsung

;_rnaupun tidak . Iangsung kepada 1nstans: yang

Pasal 20 -

(1) Unit Pengelola Pengaduan berhak

a

mendapatkan 1nforma31 yang memadal atas adanya

t dugaan korup51 penyalahguna.'m wewenang,
: pelanggaran dlslphn dan/atau kode et1k sesuai
‘ 'dengan tata cara penanganan pengaduan, ~

; menghentlkan proses penelaahan atau verifikasi

[

atas pengaduan palsu; dan ' ‘
memberlkan sanksi atau hukuman kepada Pelapor
yang berasal dan ASN Du‘ektorat -Jenderal

Pengendahan . Pencemaran dan% Kerusakan

' Llngkungan yang terbukti melakukan pengaduan

palsu. :

(2) Unlt pengelola pengaduan wajib: ; 3_ . :

menjaga keraha31aan pengadu / pelapor dan seluruh.

'1nforma31 . yang dlperoleh atas penanganan
: pengaduan,

melakukan  penanganan a'péngadpan . seraca

proporsmnal dan profeswnal _ }

memperoleh data dan informasi yang memadal dan

: __relevan atas aduan yang dlsampalkan balk oleh

1nstan31 maupun plhak terka1t

memberlkan 1nforma51 perkembangan tmdak lanjut

‘penanganan pengaduan kepada peldpor/ pengadu,

memberlkan perhndungan bagl pengadu/pelapor




(1)

(1)

@

%)

,Jlkadlperlukan, dan , . ' i ; ; i
f beker_lasama dengan plhak plhdk terkalt atas

penanganan pengaduan ' :

© Pasal2l., | iH §i

Umt Pengelola Pengadudn Wa_]lb menyampalkan laporan
hasﬂ pengelolaan pengaduan kepada Dlrektur Jcnderal
setlap 1 (satu) bulan sekali. . | L
Laporan pengelolaan pengaduan sebagalmana d1maksud
pada ayat (1). palmg sed1k1t memuat mformasu;
a. Jurnlah kasus/ pelaporan, : :
b. _materi pengaduan | :

c. .: penanganan yang dllakukan, dan

d. s has11/ tlndak lanjut penang,an pengaduan.

} Pasal 22 o

Dlrektur Jenderal Pnnpman kerja unlt Eselon 1, dan
Umt Pengelola Pengaduan l1ncrkup Dlrektorat Jenderal
waj1b mernbenkan perlmdungan kepada pelapor, saksi
pelapor atau saksl 7 pelaku yang, mcnyampalkan
pengaduan o o -
Perlmdungan sebagaumana dlmaksud pada ayat (1),
dllakukan dengan cara: _ S
a. enjaga keraha51aan 1dentitais : pélapo:, saksi

pelapor atau saksi pelaku, dan L |
b . memmta perhndungan kepada 1nstans1 yang

berwenang e if
Dalam hal dlpcrlukan : perlmdu‘ngan ferhadap
Pengadu/Pelapor saksi, sak31 pelapor, dan/ atau saksi
pelaku, Dlrektur Jenderal dapat bf,kerja samd dengan

L .

Lembaga Perhndungan Sakbl dan Korban

R L

PasalQS ‘

Dalam hal terdapat kesalahan atau kekehman atas suatu

putusan pen_]atuhan hukuman dlslplm oleh Pejabat yang

memben hukuman maka Dlrektur Jcnderal rnelakukan

rehabllltam

o o
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‘ " Pasal24 :
Setiap p orang _;_yang ' melakukan pengaduan | atau
pelapor/ pengadu yang: berdabarkan hasxl tmdak lanjut
'pengaduan terbuktl membuat pengaduan palsuida[n/atau
membuat pengaduan yang bersxfat ﬁtnah chkenakan sanksi

sesuai ketentuan peraturan pu‘undang undangan )
' S ' EE

Pasal 25

Peraturan D1rektur Jenderal ini mu1a1 bcrlaku pada tanggal

: S &
dltetapkan

Salinan sesuai dengan aélinda ; rDltetapkan d1 Jakarta j |
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN . .~ pada tanggal 5 Agustus 2019
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